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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Figh Jinayah Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus Anak/2016/Pn.SIk)”
ini akan menjawab bagaimana pertimbagan hukum hakim terhadap tindak pidana
pembunuhan anak oleh ibu kandungnya dalam putusan pengadilan negeri solok
nomor:1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk dan bagaimana analisis Figh Jinayah terhadap
pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri solok
nomor:1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.SIk  terkait Pembunuhan Anak oleh Ibu
kandungnya.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan metode melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini data
diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah putusan,
dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang
berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh
ibunya, yakni berupa sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data
terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan
pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan
Negeri Solok dalam memutus sanksi bagi pelaku pembunuhan anak oleh ibu
kandungnya sesuai dengan ketentuan hukuman ta’zir menurut hukum pidana
Islam yaitu hukuman penjara, dimana hukuman gishash dan diyat tidak bisa
dikenakan kepada orangtua yang membunuh anaknya. Hakim menjatuhkan
hukuman berupa penjara selama 8 bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar ketentuan pasal 341 KUHP. Namun dalam penelitian ini
penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang lebih memilih
mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua dari jaksa penuntut umum yaitu
menerapkan pasal 341 KUHP sebagai lex generalis dibanding menetapkan lex
specialis yaitu pasal Pasal 80 ayat 3,4 Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Rl No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif ke satu jaksa penuntut
umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas
disarankan tindakan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya
memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang
lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana
harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim
dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang
ada namun juga melihat faktor kondisi sosial di sekitar dan memuat unsur edukatif
bagi pelaku tindak pidana.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika kejahatan dalam suatu kehidupan manusia mempunyai
gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk
dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam
tindakan yang merugikan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-
langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam
hubungan tersebut. Karena kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan

perkembangan yang cukup meningkat.*

Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita sangatlah mengerikan, hal
ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus
pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat
korban, dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial,

dendam, pendidikan yang rendah dan faktor psikologis seseorang.’

Terdapat dua faktor yang menyebabkan orangtua membunuh anaknya
sendiri, yang pertama ada faktor intern yaitu penyebab kejahatan yang berasal dari

dalam diri pelaku itu sendiri. Salah satunya adalah kejahatan yang lebih

! Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi (Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011), 3.
2 Ibid., 3.



menekankan pada unsur psikologis. Hal ini menekankan pada psikosis yang

diakibatkan karena gangguan mental pelaku.

Pada tindak pidana pembunuhan anak, faktor psikologis ibu yang baru
melahirkan diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan, keadaan tersebut
menyebabkan si ibu melakukan pembunuhan tidak dalam keadaan sadar yang

penuh, dan belum sempat timbul rasa kasih sayang.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembuhunan
terhadap anak kandung ialah faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri
pelaku. Seperti keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku
tega melakukan pembunuhan. Apapun penyebabnya tetap saja yang menjadi
pelaku adalah orang yang membunuh, yaitu kesalahan pada pelaku walaupun

yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut adalah anaknya.®

Situs resmi komisi Perlindungan Anak Indonesia menjelaskan terdapat 5
kasus tertinggi dalam dengan jumlah kasus perbidang dari 2011 hingga 2016
diantaranya anak berhadapan dengan hukum, keluarga dan pengasuhan alternatif,
pendidikan, kesehatan dan napza, serta pornografi dan cyber crime. Terdapat 19
persen anak menjadi korban dalam lingkungan keluarga. Hubungan yang
seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman
sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari

orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah

3 https://www.kompasiana.com/nurfitriani/54f75124a33311d2338b458a/penyebab-kejahatan-
orangtua-tega-membunuh-anak-kandung, diakses melalui internet tanggal 01 April 2018.



tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul

sampai kepada penganiayaan yang berakibatnya nyawa anak tersebut melayang.*

Indonesia sendiri banyak kasus tidak jarang orang tua dengan tega
bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri.
Dengan berbagai motif dalam aksinya, orang tua tega memperlakukan darah
dagingnya secara tidak manusiawi. Sedangkan anak dalam Islam diasosiasikan
sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang lemah, berkedudukan mulia yang
keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan

kehendak Allah swt.®

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-An’aam

ayat 151 :

¢

Uy et U ke S G Gl 102585 )y (UL £SS555 050 GG (e oS50
0 kit (ST 4y (S 2805 Gt Uy a2 )

Artinya : Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi
rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun

* Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Bank Data” http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-
kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klasterperlindungan-anak-2011-2016,  diakses melalui
internet pada tanggal 01 April 2018

® Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perindungan Anak (Gramedia wirasarana
indonesia : Jakarta, 2000), 5-6.



yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".
Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu
memahami(nya).’

Kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus
pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 di Solok yang sudah diputus sesuali
pasal 341 KUHP oleh Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-

Anak/2016/Pn.Slk dengan Hukuman 8 bulan Penjara.’

Hakim dalam memutus suatu perkara hanyalah melihat pada surat
dakwaan dan alat bukti yang diajukan di persidangan tanpa melihat Pasal
manakah yang seharusnya digunakan sehingga dalam pembunuhan anak seperti
kasus diatas yang mengesampingkan UU yang lebih khusus mengaturnya yaitu
UU tentang perlindungan anak yang mengancam dengan hukuman yang lebih

berat.

Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar
nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban,
pihak pelaku, maupun masyarakat secara umum. Sama halnya dengan Hakim
dalam memutus perkara harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam artian
juga menegakkan hukum. Tidak hanya sesuai dengan hukum namun juga sesuai
dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang mengandung

prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian

® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: TB Lubuk
Agung, 1971), 34.
" Putusan Pengadilan Negri Solok Nomor 01/Pid.sus-anak/2016/Pn.solok



rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian

hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).?

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak
itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu
hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya,
banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat
berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.” Oleh
karenanya disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan pasal 341 , 342 KUHP yang nantinya akan menjadi

panduan dan payung hukum dalam setiap kegiatan perlindungan anak.

Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.'

Syari’at Islam diturunkan oleh Allah SWT Untuk kemaslahatan hidup
manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan

bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan

® Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Malang: UMM-Press, 2004), 217-218.
 Maidin Gultom, perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di
Indonesia (P.T.Refika Aditama : Bandung, Cetakan Kedua, 2010), 39.

19 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 107.



dilindungi. Kententuan hukum Qishash mempunyai relevansi kuat dalam upaya
melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeraan, lantaran

harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.**

Hikmah adanya hukuman Qishash diyat, sebagaimana dijelaskan oleh al-
Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam
menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya
sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang

akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat.

Dengan adanya Qishash juga menghindari kemarahan dan dendam
keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan Qishash niscaya
dendam tersebut akan bekelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh

antar keluarga.'?

Namun yang menjadi persoalan disini adalah bila seorang ibu yang
membunuh anak atau anaknya yang baru lahir. Hukuman Qishash dapat atau tidak
diterapkan kepada orang tuanya. Berdasarkan Hadits riwayat at-Tirmidzi (1320)

yaitu :
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! Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), 35.
12 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Sleman : Logung Pustaka, 2004), 130.



Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyajj, telah
menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin
Arthah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al
Khaththab ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan
membunuh anaknya."

Hadits diatas mengandung makna bahwa orang tua tidak di Qishash karena
membunuh anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu syarat
dilaksanakannya Qishash adalah jika pelaku pembunuhan bukan orang tua

korban, ayah atau kakeknya.™

Fukaha sendiri berbeda pendapat mengenai tidak dikenainya Qishash bagi
orang tua yang membunuh anaknya. Jumhur ulama dari para sahabat, madhab
Hadawiy, Hanafi, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang tua tidak
dikenai Qishash secara mutlak dengan alasan mereka adalah yang menyebabkan

terlahirnya seorang anak maka anak tidak bisa menyebabkan ketiadaannya.**

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menghukum melalui Majelis
Hakim, namun dalam penelitian ini Peneliti ingin mengetahui pertimbangan
hakim dalam menentukan hukuman bagi seorang ibu kandung yang membunuh
anaknya sendiri. Sebab dalam putusan hakim lebih mengutamakan Undang-
Undang yang Umum dari pada Undang-Undang yang Khusus sehingga berakibat

pada lemahnya sanksi hukuman, hal ini yang perlu peneliti teliti lebih jauh lagi.

13 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung : Pustaka setia, 2010), 127.
Y Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press , 2014),
37.



Berdasarkan uriaian diatas maka penulis akan menganalisis permasalahan
tersebut lebih jauh lagi dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS FIQH
JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
KANDUNG YANG DILAKUKAN OLEH IBUNYA BERDASARKAN KUHP

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus Anak/2016/Pn.Slk)”.

B. ldentifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah

yang timbul sebagai berikut :

1. Tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.

2. Pendapat para Ulama terkait hukuman terhadap perbuatan pembunuhan anak

yang dilakukan orang tua.

3. Hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung menurut

KUHP dan Figh Jinayah.

4. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan anak
oleh orang tua atau ibu dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor

1/Pid.Sus-Anak/2016/PN SIk.

5. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor
1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Slk dalam Kajian Figh Jinayah terkait tindak pidana

pembunuhan anak oleh orang tua atau ibu.



Beragam permasalahan yang berhasil di identifiksi sebelumnya sudah
tentu dikaji seluruhnya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi

dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.
Slk tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh Ibu kandung atau orang

tuanya.

2. Kajian figh Jinayah terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.SIk terkait pembunuhan anak oleh Ibu

kandung atau orang tuanya.

C. Rumusan Masalah

Beragam permasalahan yang berhasil di batasi sebelumnya sudah tentu
dikaji sebelumnya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan

dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbagan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
Anak Oleh Ibu Kandungnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor :

1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk ?

2. Bagaimana Analisis Figh Jinayah terhadap Pertimbangan hukum Hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk terkait

Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya ?
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D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian pustaka atas
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada.’®> Dalam kajian pustaka
ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang berkaitan dengan

pembunuhan anak. Adapun skripsi tersebut adalah :

Pertama, skripsi yang disusun Fadjriana Burhanuddin, 2018, fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul
Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua kandung Prespektif
Hukum Pidan Islam (Studi Kasus di Polsek Bontomarannu Gowa) Pembahasan
skripsi ini adalah Mengenai faktor-faktor pembunuhan terhadap anak oleh orang
tua kandungnya dan juga hambatan penyelidik dan penyidik dalam menyelidiki
kasus tersebut dan juga pembahasan mengenai sanksi dalam hukum pidana

islam.*®

Kedua, skripsi yang disusun Sayyidah Nur Faizah, 2015, fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Studi Komparatif Hukum
Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Anak Oleh Orang Tuanya. Skripsi tersebut memfokuskan pembahasan pada

> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah, 2016), 8.

16 Fadjriana Burhanuddin, Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua kandung
Prespektif Hukum Pidan Islam (Studi Kasus di Polsek Bontomarannu Gowa) (Skripsi UIN
Alauddin, Makassar, 2018).
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perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang

hukuman pembunuhan anak oleh orang tua.*’

Ketiga, skripsi yang disusun Diana Zahroh, 2016 , Prodi Hukum Pidana
Islam Jurusan Hukum Publik Islam, fakultas Syariah dan Hukum Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Hukum
Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan
Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/ 2015/PN.Lbh). Pembahasan
skripsi ini adalah membahas tentang kekerasan yang dilakukan pada anak yang
mengakibatkan kematian pada anak tersebut. Peneliti memfokuskan penelitian
pada pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa

dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh.*8

Berdasarkan dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin
menunjukkan pembahasan dalam judul skripsi ini. Bahwa fokus pembahasan
skripsi ini mengkaji secara yuridis mengenai pertimbangan hukum hakim sesuai
studi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/PN Slk

menurut prespektif Figh Jinayah.

Penelitian yang akan dikaji penulis saat ini adalah mengkaji dasar
pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 341 KUHP

dibanding menerapkan asas lex specialis derogat lex generalis dalam Undang-

7 sayyidah Nur Faizah, Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya (Skripsi Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

8 Diana Zahroh, Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang
Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/ 2015/PN.Lbh) (Skripsi
Universitas Islam Negeri, Surabaya, 2016).
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undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang Perlindungan
Anak yang berakibat pada beratnya sanksi hukuman. Sedangkan letak persamaan
dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kasus

pembunuhan anak oleh orang tua kandung.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti
melalui penelitian yang dilakukannya.’® Berdasarkan rumusan masalah yang

ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Pengadilan Negeri

Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk .

2. Untuk mengetahui Analisis Figh Jinayah terhadap pertimbangan hukum Hakim

terhadap Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.SIk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :
1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan
yang baru khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan

Pembunuhan anak atau anak oleh ibu atau orang tua kandungnya.

¥ Tim Penyusun Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Petunjuk Teknis..., 12.
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2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat dalam
rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan suatu
tindak pidana maka harus berani menerima resikonya, juga sebagai pertimbangan
bagi hakim agar lebih adil lagi dalam memutus suatu perkara dan juga sebagai

penyuluhan bimbingan hakim secara komunikatif, edukatif, dan informatif.

. Definisi operasional

Adapun terkait judul sripsi “ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG YANG DILAKUKAN
OLEH IBUNYA BERDASARKAN KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Solok Nomor : 1/Pid.sus Anak/2016/Pn.SIk), perlu adanya pendefinisian untuk
menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka

penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah tersebut :

1. Figh Jinayah . Penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak kriminal
berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Dalam kaitannya pembunuhan anak
kandung yang dilakukan oleh ibunya, Para fukaha berbeda pendapat mengenai
hukuman yang dijatuhkan terhadap orang tua yang membunuh anaknya. Baik

itu hukuman Qishash ataupun ta zir.

2. Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/PN.SIk :

Hakim memutus terdakwa Yesi Agustin dengan hukuman 8 bulan hukuman
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penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 341

KUHP.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta seni.?® Dalam hal ini meliputi :
1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu (a) penelitian hukum
untuk menjawab pertanyaan praktis, dan (b) penelitian hukum untuk menjawab
pertanyaan akademik. Penelitian hukum yang disebutkan terakhir itu terdiri atas

normatif atau doktriner dan empiris, yaitu :

a. Penelitian hukum normatif yang mencakup :
1) Penelitian terhadap asas-asas hukum

2) Penelitian terhadap sistematika hukum

3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4) Penelitian sejarah hukum

5) Penelitian perbandingan hukum

b. Penelitian hukum empiris mencakup:

1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis)

20 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), him, 17
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2) Penelitian terhadap efektivitas hukum

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan

menggunakan metode melalui studi kepustakaan (Library Research).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif atau disebut juga pendekatan hukum doktrinal. Artinya penelitian hanya
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat

hukum.?*
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.’’ Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen
Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 341 KUHP.

2L Amirudin Dan Zaenal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2003), 118.
22 Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), 225.
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Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi

sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.?®* Antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, 2011.

Maidin Gultom, perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan

Anak Di Indonesia, 2010.

Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum PerIndungan Anak, 2000.

Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus, 2011.

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 2004.

Nur Lailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, 2014.

Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, 2004.

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, 2010.

Amirudin Dan Zaenal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 2003.

10) Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang

1.

Perlindungan Anak.

Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni studi kepustakaan (library

research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai

2% Zainudin ali, metode penelitian hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 54.
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buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara

mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

2. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengola data untuk penelitian ini, penilis menggunakan teknik

sebagai berikut :

a. Editing, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat
dan kejelasan makna, keselarasan, relavansi, dan keseragaman, kesatuan atau

kelompok data.

b. Organizing, yaitu menyususn data secara sistematis dalam kerangka paparan
yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat

menghasilkan perumusan yang deskriptif.

c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tinjak lanjut dari perorganisasian
data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan
tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas

permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Teknik Analisis Data

Menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik
deskriptif analisis yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan

gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta
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sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan

mudah.?*

Selanjutnya penulis menganalisis secara yuridis mengenai pertimbangan
hukum hakim atas tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya karena
dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik induktif, maka teori yang
penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran
umum mengenai pembunuhan anak oleh ibu kandungnya ditarik kesimpulan yang

bersifat khusus dalam prespektif hukum pidana islam.

. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam studi ini dan agar dapat
dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun
perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar

keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika disusun sebagai berikut

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab I, bab ini membahas tentang landasan teori tentang tindak pidana

pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ibunya dalam perspektif Figh

? Consuelo G. Savella, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta : Ul Press, 1993), 71.
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jinayah dan KUHP. diantaranya adalah pengertian tindak pidana pembunuhan
anak menurut figh jinayah, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam figh
jinayah, dasar hukum tindak pidana pembunuhan dalam figh jinayah, dan
pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam figh jinayah. Kemudian
pengertian tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana
pembunuhan dalam KUHP, serta dasar hukum tindak pidana pembunuhan dalam
KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan

pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan menurut KUHP.

Bab Ill, bab ini memuat tentang data penelitian yang berupa putusan
Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.SIk meliputi
deskripsi kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya,

kemudian pertimbangan hukum Hakim dan Amar putusan hakim.

Bab 1V, bab ini penulis menjelaskan analisis pertimbangan hukum Hakim
terhadap perbuatan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu
kandungnya dalam putusan pengadilan negeri solok nomor : 1/pid.sus-
anak/2016/PN.Slk dan analisis figh jinayah terhadap pertimbangan hukum Hakim
dalam putusan pengadilan negeri solok nomor : 1/pid.sus-anak/2016/PN.SIk

terkait tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya.

Bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai pertimbangan hukum
hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan negeri
solok nomor : 1/pid.sus-anak/2016/PN.SIk dan analisis analisis figh jinayah

terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pengadilan negeri solok
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nomor : 1/pid.sus-anak/2016/PN.SIk terkait tindak pidana pembunuhan anak yang
dilakukan oleh ibu kandungnya. Serta berisi saran-saran yang di tujukan kepada
penegak hukum agar selalu lebih teliti dalam mempertimbangkan hukum dalam

suatu putusan.



BAB Il

Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Figh Jinayah dan KUHP

A. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Figh Jinayah
1. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Menurut hukum pidana Islam / Figh Jinayah, pembunuhan termasuk ke
dalam jarimah Qishash (tindakan pidana yang bersanksikan hukum Qishash).
Jarimah Qishash/diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Qishash
atau diyat. Baik Qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah
ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa
merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan Qishash dan diyat adalah hak
manusia (individu).?® Yang meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi
sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi

sengaja.

Imam malik membagi pembunuhan menjadi dua macam : pembunuhan
sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, al-Qur’an hanya

mengenal kedua jenis jarimah tersebut.?®

Terkait hubungannya dengan hukuman Qishash dan diyat maka pengertian

hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau

% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2004), 18.
% A Djazuli., Figh Jinayah, (Raja Grafindo Persada: Jakarta,1997), 13.

21
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dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari

jarimah Qishash dan diyat itu adalah :*’

1)

2)

3)

Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh

syara’ dan tidak ada batas minimal atau maksimal.

Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa

korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
Kemudian jarimah ta ’zir terbagi menjadi tiga bagian :

Jarimah hudud atau Qishash/diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat,
namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan

pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadis, namun tidak
ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan

amanah, dan menghina agama.

Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemashlahatan umum.
Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan

kemashlahatan umum. Misalnya, pelanggaran lalu lintas.

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar > dari fi* il

madhi J® yang artinya membunuh.Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan

dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian

membunuh adalah mematikan, menghilangkan, (menghabisi, mencabut) nyawa.

2" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, ...,18-19.
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Para ulama mendefinikasikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang
menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fugaha membagi pembunuhan menjadi

dua bagian : pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan.

Dilihat dari niat terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana
untuk melakukan pembunuhan, ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah
membaginya menjadi dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan
pembunuhan tidak sengaja.”® Dua bentuk jarimah pembunuhan tersebut dijelaskan

didalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 92 dan 93, sebagai berikut:

2
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Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir)
yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah
si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa
yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa
dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan
adaggh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-nisa’ ayat
92)

%8 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum pidana islam Figh Jinayah,(Bandung: CV
PUSTAKA SETIA, 2013), 274.
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ..., 110.



24

2 G - AR~

z - 2 . 3] 8.5 }.//’/ ol sV o . o 7 - s x ./f 4"}/:2 fo‘}ofi/ Py
uﬁéﬁb\&dx\jw)w&\%j%\,q&r#oj\ > \WL«:FJ‘A{QAJ

4y

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan
sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah
murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya. (Q.S An-nisa’ ayat 93)%

Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah suatu perbuatan dengan
maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya,
baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak. Sedangkan
yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang
mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Pendapat yang

demikian dipegang oleh mazhab Malik.

Para ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membagi pembunuhan

menjadi tiga macam :*

a) Pembunuhan sengaja (gatl al-‘amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan

terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.

b) Pembunuhan semi sengaja (gatl syibh al- ‘amd), yaitu perbuatan penganiayaan
terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi

mengakibatkan kematian.

% |bid., 145.
1 A. Djazuli., Figh Jinayah, ..., 123.
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¢) Pembunuhan karena kesalahan (gatl al-khtha’), dalam jenis ini ada tiga

kemungkinan, yaitu :

1. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa
maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang.

Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (error in concrito).

2. Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh
seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang
tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang
disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan

demikian disebut salah dalam maksud (error in objecto).

3. Bilasi pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya
dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi

yang berada dibawahnya hingga mati.

2. Sanksi Pembunuhan Menurut Para Ulama’

Bagi pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu hukuman pokok,
hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan
adalah Qishash. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman
penggantinya adalah diyat. Akhirnya jika sanksi Qishash atau diyat dimaafkan,
maka hukuman penggantinya adalah za zir. Menurut sebagian ulama, yakni Imam
Syafi’i, ta zir tadi ditambah kaffarah. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini

adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiatharta dari orang yang dibunuh,
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terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan

kekeluargaan.

Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan
kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada walinya.
Dalam bahasa Arab dikatakan : “Wadaytu’l-Qatiila, artinya adalah aku telah

menunaikan diyat si korban.

Diyat sendiri meliputi denda sebagai pengganti Qishash dan denda selain
Qishash. Dan diyat ini juga disebut dengan nama Al-‘Aql (pengikat) karena
bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diyat berupa unta-
unta. Kemudian unta-unta tersebut diikat di halaman rumah wali si korban untuk

diserahkan kepada mereka sebagai tebusan darah.*

Dengan ditetapkannya diyat sebagai hukuman pengganti dari Qishash
maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan antara hukuman Qishash dan
hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan. Akan tetapi ia boleh
menggabungkan keduanya bila si pembunuh melakukan dua kali pembunuhan
sengaja sebelum ditangkap. Jadi tidak dapat digabungkan antara hukuman pokok
dengan hukuman pengganti dalam suatu kasus pembunuhan. Demikian juga dapat
menggabungkan dua hukuman pengganti, seperti diyat dengan ta zir dan dapat
menggabungkan dua hukuman pokok berupa fa’zir meskipun pelaksanaannya

tetap satu kali.*

%2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, (Bandung: PT Alma’arif: 1987), 94.
%% A. Djazuli., Figh Jinayah, ..., 136.
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Hal-hal yang menghalangi pelaksanaan Qishash adalah:

a. Apabila si korban merupakan bagian dari pelaku, yakni anaknya berdasarkan

sabda Rasulullah SAW :

Berdasarkan Hadits riwayat at-Tirmidzi (1320) yaitu :
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(Tirmidzi - 1320) : Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyajj,
telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah
dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khaththab ia
berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya."

Hadits tersebut melarang pelaksanaan Qishash terhadap seorang ayah yang

membunuh anaknya.

Apabila seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya, maka tetap dikenai
Qishash, sesuai dengan prinsip umum, karena nash yang khusus tidak keluar dari

nash yang umum, kecuali mengenai ayah saja.

Alasan yang dikemukakan ulama sehubungan dengan kasus ini karena
ayah mencintai anaknya, karena semata-mata ia adalah anaknya, bukan untuk

dirinya. Mereka menghendaki agar anak-anak mereka tetap hidup. Sedangkan
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anak mencintai orang tuanya karena untuk dirinya. Ini berarti ia tidak mendorong
kehidupan orang tuanya. Yang termasuk nama al-walid (orang tua) yaitu bapak
dan ibu dan seterusnya sampai keatas. Demikian pula yang dimaksud dengan anak

adalah anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

Pendapat tersebut diatas dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i,
dan Imam Ahmad. Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga imam diatas. la
berpendapat bahwa orang tua dapat dikenai hukuman mati karena membunuh
anaknya, kecuali bila maksud orang tua tadi bukan untuk membunuh, melainkan
untuk memberi pelajaran, namun menyebabkan kematian. Dalam kasus ini orang
tua tidak dijatuhi hukuman mati, tetapi berpindah kepada hukuman yang lain,

yakni diyat mughallazhah (diyat yang diperberat).*

Akan tetapi, hukuman diyat juga tidak bisa diberikan kepada orang tua
yang membunuh anaknya di karenakan orang tua masuk nasab atau perwalian dari
korban anak yang terbunuh. Apabila Qishas dan diyat menjadi gugur dalam kasus
pidana pembunuhan sengaja, maka hukuman penggantinya adalah hukuman

ta’zir. Adapun para ulama’ figh berpendapat, seperti:

1) Ulama Maliki berpendapat pelaku pembunuhan sengaja tidak dituntut kisas, ia
wajib dihukum fa ’zir, yaitu dengan cara dihukum dera sebanyak seratus kali

dan dipenjara selama setahun.

2) Sementara itu Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumannya tidak wajib,

tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim untuk mengambil langkah yang

% A. Djazuli., Figh Jinayah, ..., 137.
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menurutnya sesuai dengan kemaslahatan, sehingga ia bisa menghukum orang
yang berperilaku tidak baik dengan dipenjara, atau didera, atau dikencam dan
ditegur keras lain sebagainya. Menurut ulama Hanafi dan ulama Maliki,
hukuman ta zir itu bisa sampai pada bentuk hukuman mati atau penjara seumur

hidup.
b. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya.

Andaikata yang dibunuh adalah orang Kkafir harby, orang yang zina
muhson, atau orang murtad, maka pembunuh bebas dari tanggung jawab, tidak di
Qishash dan tidak membayar diyat, sebab mereka adalah orang-orang yang tersia-

sia darahnya (tidak dilindungi).
c. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal

Hukum Qishash tidak kenakan terhadap anak kecil, orang gila dan orang
yang perkembangan akalnya terganggu (idiot), karena mereka bukan orang-orang
yang terkena taklif syar’iy, dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau

keinginan yang bebas.

Kalau ada orang gila kumat-kumatan, kemudian ketika ia sedang dalam
keadaan normal membunuh, maka ia di hukum Qishash. Demikian pula halnya
orang yang mabuk karena minum, dalam keadaan seperti itu lalu ia melakukan

pembunuhan.®

% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, ..., 46-47.
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B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam Figh Jinayah

1. Klasifikasi pembunuhan menurut para ulama’ figh

Tidaklah setiap tindakan kekejaman terhadap jiwa membawa konsekuensi
Qishash. Karena di antara tindakan kekejaman itu ada yang disengaja, ada yang
menyerupai kesengajaan, adakalanya kesalahan, dan adakalanya di luar itu

semua.>®

Dengan demikian maka pembunuhan diklasifikasikan menjadi 3 macam
oleh para fugaha’. Pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama adalah

pendapat yang membagi pembunuhan menjadi tiga macam.®’
a. Pembunuhan Sengaja (qatl al- ‘amd)

Al-Qur’an dan As-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara

tegas dan termasuk perbuatan yang haram lidzatihi.
Unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi :

1) Korban adalah orang hidup.

2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.

3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Rasulullah bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan

pelakunya dan memasukkannya ke dalam neraka.” Beliau menyebutkan,

% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, ..., 28.
%" Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, ..., 124.
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diantaranya, “Membunuh jiwa orang lain, yang diharamkan Allah tanpa

hak.”(H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

Unsur yang pertama, Yang dimaksud bahwa korban itu manusia hidup
adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras. Adapun
bayi yang berada dalam perut ibunya tidak dianggap sebagai manusia hidup yang
sempurna. Oleh karena itu, pembunuhan terhadapnya dianggap sebagai

pembunuhan dalam bentuk khusus, dan sanksinya pun khusus.

Secara umum, pembunuhan anak di dalam hukum pidana Islam dapat

dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembunuhan anak sengaja

b) Pembunuhan anak tidak sengaja

Unsur yang membedakan dari kedua macam pembunuhan di atas terdapat
pada pembunuhan anak yang di sengaja, di dalam pembunuhan anak yang di
sengaja terdapat unsur niat untuk membunuh korban, sedangkan pada
pembunuhan anak tidak sengaja, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi

malah berakibat hilangnya nyawa korban.

Pada dasarnya, kedua macam pembunuhan anak di atas, unsur-unsurnya

meliputi:

1. Hilangnya nyawa

2. Anak, artinya sejak dia terpisah dari janin ibunya sampai dewasa.

3. Pelakunya adalah orangtua kandungnya.



32

Di dalam pembunuhan anak termasuk pengguguran kandungan atau aborsi
yang menurut Abdul Qadir ‘Audah, perbuatan itu terjadi dengan 3 (tiga) sebab,

yaitu:*®

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang mengakibatkan gugurnya
kandungan. Sebagian para fugaha berpendapat bahwa orang yang mencaci
perempuan hamil dengan cacian yang menyakitkan maka ia harus bertanggung

jawab secara pidana jiak cacian tersebut mengakibatkan keguguran.

2. Dengan perbuatan seperti memukul atau memberi minum obat sehingga

kandungannya mennjadi gugur.

3. Dengan sikap tidak berbuat, seperti tidak memberi makan atau minum.
Menurut Abdul Qadir ‘Audah tindak pidana pembunuhan atas janin ini bisa
disebabkan oleh siapapun, baik ayah, ibu, ataupun orang lain. Walaupun begitu
pelakunya harus beranggungjawab terhadap perbuatannya dan tidak ada

pengaruh karena sudah ada pengaturan hukumannya.

Dalam unsur kedua, disyaratkan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku
dan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian. Tidak ada ketentuan
tentang bentuk dan frekuensinya, dapat berupa pemukulan, pembakaran,
pengracunan dan sebagainya. Hanya yang menjadi perhatian kebanyakan ulama

adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Sehubungan dengan unsur ketiga, yaitu adanya niat si pelaku untuk

menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam

% Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 113-114.
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Ahmad berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian, maka
pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Meskipun ia
melakukan kejahatan terhadap korbannya itu, seperti melukai dan memukulnya.
Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam
pembunuhan sengaja, dan karena niat itu tidak tampak maka ketiga imam di atas

melihat kepada alat yang dugunakan oleh si pelaku itu sebagai bukti adanya niat.*
b. Pembunuhan Semi Sengaja (qatl syibh al- ‘amd)
Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja, meliputi :
1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak diitentukan bentuknya,
dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan

korban adalah orang yang terpelihara darahnya.

Terhadap pembunuhan semi sengaja, diterapkan prinsip-prinsip hukum
dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan langsung, perbuatan tidak langsung
(sebab dan syarat), dan segala pertanggungjawabannya, pembunuhan massal,

prinsip tamalu’ dan prinsip tawafug.

Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan

perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah satu-

% A. Djazuli., Figh Jinayah, ..., 128.
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satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja, Si
pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian,
sedangkan, dalam pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan

pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab
akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan
kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa
kematiannya. Jadi, tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika. Apabila
tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, maka si

pelaku hanya bertanggung jawab atas pelukaan atau penganiayaan lainnya.
c. Pembunuhan Karena Kesalahan (qatl al-kAtha’)

Para fugaha’ memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena

kesalahan. Berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan dua prinsip :*°

1) Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus
bertanggung jawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkannya. Seseorang
dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara

mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.

2) Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara’ dan perbuatan ini
dilakukan juga tanpa ada dharurat yang nyata, maka pelakunya dianggap
melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia

mampu mencegahnya ataupun tidak.

“0 A Djazuli., Figh Jinayah, ..., 133-135.
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Jadi, jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun
mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan
karena kelalaiannya atau kekurang hati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan
itu, adapun bila perbuatan itu perbuatan yang dilarang, maka dasar pembebanan

tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.
Unsur pembunuhan kesalahan ada tiga, yaitu :

a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.

¢) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian

korban.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja
dilakukan oleh si pelaku atau karena kelalaiannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan

macam perbuatannya.

Berkenaan dengan pembunuhan kesalahan, juga berlaku prinsip-prinsip
pembunuhan sengaja. Misalnya, perbuatan langsung, perbuatan tidak langsung,

pembunuhan massal, prinsip tamalu’ dan prinsip tawafug.

Adapun unsur kedua, pada prinsipnya, kesalahan itu merupakan perbedaan

yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya.

Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya
dijatuhkan, jika memang menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Ukuran

kesalahan dalam syariat Islam adalah kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa
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tidak akan terjadi apa-apa. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi

karena kelalaian dan mengakibatkan kemadharatan atau kematian orang lain.

Unsur ketiga yakni adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan
kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari
kesalahan pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi

kematian korban.

. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan dalam Figh Jinayah

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh
orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota

badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-
nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak
asasi manusia. Akan tetapi, dalam hukum Islam, ada pembunuhan yang
diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman
Qishash, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela
diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi, pembunuhan yang
tidak dibenarkan dalam hukum syara’ adalah yang diharamkan oleh Allah dan

Rasulullah SAW.*

Berikut adalah beberapa dasar hukum pembunuhan dalam Al-Qur’an.

Allah SWT. berfirman :

*! Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum pidana islam Figh Jinayah, ..., 273.



37

< 6 VB L i 1 Gl 8 0 B A A A L Y
fyrd et o 4 )

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan. (Al-Isyra’ ayat 33)*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi menjadi dua.
Pertama, jiwa yang dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan
yang sah. Kedua, jiwa (nyawa) yang boleh dihilangkan karena terdapat alasan
untuk dilenyapkan, misalnya kepada orang muhsan yang melakukan perzinaan,
pembunuh disengaja, murtad, pelaku hirabah, dan sejenisnya. Ketentuan itu
dengan jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW., “Tidak halal darah seorang

muslim, kecuali orang yang telah melakukan zina,...”*

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-maidah ayat 33, Allah SWT

berfirman,
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Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki
mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

*2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ..., 88.
8 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum pidana islam Figh Jinayah, ..., 274.
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kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S.
Al-maidah ayat 33)*

dan dalam al-Qur’an surat Al-bagarah ayat 178:

-2
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Artinya : Hai orang — orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum
Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita. Maka barang siapa yang mendapat ampunan dari saudaranya,
hendaklah yang memberi ampunan mengikuti cara yang baik, dan
hendaklah yang diberi ampunan membayar diyat kepada pemberi ampunan
dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari
tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah
itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*®

Selain itu juga dalam al-Qur’an surat Al-Israa’ ayat 31:

G P VS bl 05 2405 O VSUQ ;;33;:;;:@»\ Rt RNEAN

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga
kepad%lrglu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang
besar.

Al-Qur’an surat Al-Furgaan ayat 68:

Sy o8y u;;);Ju 02 o u;;;wwwc,,;}éxudmj

%‘U\% L»\db J:Jw

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ..., 76.
*bid., 113.
*® Ibid., 76.
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Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang
melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)
dosa(nya).*’

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi. Antara

lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Y p MIERATIE I P, A P
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Artinya : Dari Ibnu Mas’ud radiallahuanhu dia berkata : Rasulullah
Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Tidak halal darah seorang muslim
yang bersaksi bahwa tidak ada llah selain Allah dan bahwa saya
(Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam) adalah utusan Allah kecuali
dengan tiga sebab : Orang tua yang berzina, membunuh orang lain (dengan
sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. (Riwayat
Bukhori dan Muslim)

Dari beberapa ayat diatas dan hadis tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan

itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’, kecuali ada alasan yang

dibenarkan oleh hukum syara’.48

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan dalam Figh Jinayah
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam figh jinayah

Pandangan hukum islam dalam mengartikan pertanggungjawaban pidana

yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang

47 B
Ibid., 146.
8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, ..., 138.
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dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan
mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang
melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendakinya,
misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk mertanggungjawabkan
perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram
dan ia memang mehendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut,
seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas
perbuatannya tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam

terdiri atas tiga dasar:

a. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku.

b. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa).

c. Si pelaku memiliki pengetahuan (idrak).

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi
jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan
demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak
dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini

tidak ada.

2. Faktor pertanggungjawaban pidana dan macam-macamnya dalam figh jinayah

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah
perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau
meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara’.

Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila
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tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun
demikian, untuk adanya pertanggungjawaban ini masih diperlukan dua syarat
yaitu adanya idrak dan ikhtiar. Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung
kepada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum
ini bertingkat-tingkat maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat. Hal
ini disebabkan oleh karena kejahatan seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya,

sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.*

Perbuatan yang melawan hukum adakalah disengaja dan adakala karena
kekeliruan. Sengaja terbagi kepada dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan
menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu keliru
semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian
maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan
perbuatan melawan hukum tadi, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang

disamakan dengan keliru.>®
a) Sengaja (Al-Amdu)

Arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan
perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti
pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki
akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam

tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat dibawahnya.

9 Ibid., 76.
% pid., 77.
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Menurut jumhur fugaha’, ada pembunuhan sengaja yang memiliki arti
yang khusus, yaitu si pelaku bermaksud melakukan pembunuhan dan berniat
mencapai hasilnya (yaitu hilangnya nyawa). Dalam hal ini, jumhur fugaha’
membedakan antara pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang khusus
(pembunuhan sengaja) tersebut dan pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang

umum (pembunuhan yang mirip disengaja).

b) Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi)

Menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan
penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para fugaha. Imam Malik
misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam

pembunuhan maupun penganiayaan.

Imam Malik mengartikan pembunuhan disengaja sebagai “melakukan
perbuatan dengan maksud menyerang”. Dalam hal ini, Imam Malik tidak
mensyaratkan bahwa si pelaku harus bermaksud melakukan perbuatan itu dan
bermaksud mencapai hasilnya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Asy Syafi’l,
dan Ahmad bin Hanbal mengajui adanya tindak pidana yang mirip disengaja
dalam kasus pembunuhan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai eksistensi

jenis tersebut pada kasus penganiayaan.

Imam Asy-Syafi’l berpendapat bahwa kasus penganiayaan, adakalanya
yang disengaja secara murni dan ada juga yang mirip disengaja. Inilah pendapat
dalam mazhab Hanbali yang kuat (rajih). Akan tetapi, menurut Imam Abu

Hanifah, tindak pidana disengaja tidak terdapat pada kasus penganiayaan.
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Pendapatnya ini sejalan dengan pendapat dalam mazhab Hanbali yang tidak kuat

(marjuh).

Pengertian “tindak pidana yang mirip disengaja” dalam kasus pembunuhan
yaitu melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dan pelaku
hanya bermaksud menyerang, tanpa berniat membunuhnya. Akan tetapi

perbuatannya itu mengakibatkan kematian.

Pengertian syibhul ‘amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan
maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan ini tidak dikehendaki. Dalam
tindak pidana pemnbunuhan ukuran syibhul ‘amdi ini dikaitkan dengan alat yang
digunakan. Kalau alat itu digunakan itu bukan alat yang biada (ghalib) untuk
membunuh maka perbuatan tersebut kepada menyerupai sengaja. Dalam

pertanggungjawabanmya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c) Keliru (4! Khata’)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak
pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut
terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada dua

macam.

1) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung,

tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
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2) Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembaak seseorang yang
disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota

pasukan sendiri.™

E. Tindak pidana Pembunuhan dalam KUHP
1. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai dalam perundang-undangan yang menyatakan
keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbuatan, tetapi
hanya menyatakan dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku,
gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang yang lebih dikenal dalam tindak tanduk,

tindakan dan bertindak.>?

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana
Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat
diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-

undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus (peraturan perundang-undangan tindak
pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-perundangan di bidang tertentu
yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam

perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-perundangan pidana

*! |bid., 78.
>2 Moeljatno, Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka cipta, 1993), 55.
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maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang

dari KUHP).>®

Kedudukan Undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum
pidana sendiri adalah sebagai sebagai pelengkap dari hukum pidana yang
dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapa pun
sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari

masyarakat.>

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus
adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak
tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa
pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh

hukum pidana formill dan materill.

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan
berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, yang mengisyaratkan bahwa
ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang

bersifat umum.*®

Oleh karenanya keberadaan peraturan perundang-undangan memegang
peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai

tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak

53 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 8.
> Ibid., 2.
* Ibid.,11.
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pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum

pidana.®®

Hukum pidana positif, tindak pidana terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata
tindak dan kata pidana. Kata tindak berasal dari bahasa jawa yang berarti
perbuatan, kelakuan, sepak terjang sedangkan kata pidana artinya adalah

kejahatan, kriminal dan pelanggaran.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari tindak pidana,

diantaranya:

a. Hazewinkel-Suringa telah membuat teori yang menyatakan rumusan umum
dari strafbaarfeit adalah suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu telah
ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku
yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. >’

b. Simmons merumuskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.®

c. Moelyatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai

56 i
Ibid., 2.
 P.AF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung:PT Citra Aditya
Bakti,1997), 181.
* Ibid.,182.
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ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,barang siapa yang melanggar

larangan tersebut.>®

Jadi menurut Istilah, tindak pidana sebagai terjemahan dari “Strafbaarfeit”
merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan

pidana.
2. Pengertian Pembunuhan
a. Pengertian Pembunuhan Anak

Hukum positif di Indonesia diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab
XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350

KUHP.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan
terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa
penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa
manusia. jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana
pembunuhan apabila korbannya adalah manusia,bukan hewan atau sejenisnya.
Dalam perbuatan menghilangkan yawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang

harus dipenuhi, yaitu:
1) Adanya wujud perbuatan

2) Adanya suatu kematian (orang lain)

> Moeljatno, Asas Hukum Pidana, ..., 54.
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3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil,
yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang
dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan
pada selesainya perbuatan itu,bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya
(dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan
matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih

berupa percobaan pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, dimana larangan tersebut atau tindakan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal larangan tersebut ditujukan pada
tindakan, keadaan, yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, dan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang telah menimbulkan segala bentuk
kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat
ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang
disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.
Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat
pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan

hak korban tersebut.®°

UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala

% Ipid., 54.
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kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.®

Hukum positif di Indonesia diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab
XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350
KUHP. Dan untuk pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya diatur tersendiri di

dalam KUHP, yaitu pasal 341 KUHP yang berbunyi.

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat
anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa
anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.”®?

Menurut Wirjono Prodjodikiro dalam buku Tindak-tindak Pidana Tertentu
di Indonesia, pembunuhan anak adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari
seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang didorong
oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Pembunuhan
untuk anak selanjutnya dibahas pada pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak
itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekejaman,

kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Pembunuhan bayi ialah suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik

sifatnya. Unik dalam arti si pelaku pembunuhan harus ibu kandungnya sendiri dan

®! Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus, ...,107.
%2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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alasan atau motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena si ibu
takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak yang dihasilkan dari hubungan di

luar perkawinan.

Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal
utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya
harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak
yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk
mengusahakan perlindungan hak-hak anak.”* Oleh karenanya disahkanlah
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
nantinya akan menjadi panduan dan payung hukum dalam setiap kegiatan

perlindungan anak.

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau

dikelompokkan atas 2 (dua) dasar. Yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya Berkenaan dengan tindak pidana terhadap

nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab X1X KUHP;

b. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP;

% Maidin Gultom, perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di
Indonesia (P.T.Refika Aditama : Bandung, Cetakan Kedua, 2010), 39.
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c. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam

Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain.

2. Atas dasar obyeknya (nyawa) Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang
dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan

dalam 3(tiga) macam,yaitu:

a. Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338,

Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.

b. Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah

dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343.

c. Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu

(janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang
hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang
menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap nyawa
dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan
racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib

bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata
digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan
itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya
(misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain,

kejadian ini dinilai merupakan percoban pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan



52

belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan

dalam Pasal 338.

Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya,maka tindak pidana

materiil ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat
yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari

unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

2) Tindakan pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsure
perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan

(akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam
bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus
dengan gerkan dari sebagaian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif
walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minum. Hal ini tidak
termasuk dalam bentuk aktif, melainkan bentuk abstrak, karena perbuatan ini

tidak menunjukan bentuk konkret.

Delik pembunuhan anak yaitu pasal 341 KUHP, unsur pokok dalam Pasal
341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya
sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak
dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah
bahwa perbuatannya ibunya harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu

didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi Pasal
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ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya
sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat

anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan.

G. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan UU

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak

Pembunuhan anak diatur dalam KUHP (pasal 341-342) dan juga diatur
diluar KUHP atau Undang-undang khusus (Undang-Undang Republik Indonesia
No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak). Dalam hal ini, Pasal 341 KUHP berbunyi

sebagai berikut :

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada
ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan
bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan
hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.”

Sedangkan pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo Pasal 76 C Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

Pasal 76C :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Pasal 80 ayat (3) :
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“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 80 ayat (4) :

“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut
Orang Tuanya.”

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya

Adanya bentuk-bentuk dari tindak pidana pembunuhan anak oleh orang
tuanya ini menimbulkan ancaman hukuman yang berbeda-beda pada tiap-tiap

bentuk dari tindak pidana tersebut.

Misalnya dalam Pembunuhan anak biasa (kinderdosslag) pada pasal 341
KUHP dan berencana (kindermood) pasal 342 KUHP. Masing-masing diancam
dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun. Pasal ini hanya
dikenakan pada ibu sebagai pelakunya dengan motif takut akan diketahui oleh
orang lain tentang keberadaan anaknya dan jika pelakunya adalah ayahnya maka
pasal yang akan dikenakan adalah pasal pembunuhan biasa (pasal 340) dengan
ancaman hukuman masing-masing pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan

pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.

Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak terdapat pada

Pasal 80 ayat 3 antara lain:
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1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76C,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp100.000.000,00,- (seraus juta rupiah).

3. hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah
sepertiga dari ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) apabila yang

melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”.®*

H. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban
pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa
kesengajaan atau kealpaan/kelalaian. Namun, kedua istilah tersebut tidak
dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang tentang maknanya. Jadi, baik

kesengajaan ataupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam KUHP.

® UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
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kedua kata-kata itu, seperti apa yang dikemukakan oleh roeslan sholeh, sering
dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa

maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.®

Apabila kita cermati rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP,
terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan

atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.
1. Dengan sengaja
Misalnya, pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan...”

2. Karena kealpaan/kelalaian
Misalnya, pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam
dengan pidana...”

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan
dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat ahli hukum
dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut
mengandung unsur kesalahan yang harus terbukti di pengadilan. Dengan kata lain,
untuk memidanakan pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana,

maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.®®

% Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan
penerapan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 52

® Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan
penerapan, ..., 52
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lImu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan

atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:®’

a. Kesengajaan (Opzet) Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal
11, sengaja (Opzet) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak
membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pada
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3

(tiga) bentuk, yakni :
1) Kesengajaan sebagai maksud

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan
pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau
membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang

dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.
2) Kesengajaan dengan insaf pasti

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatnnya, tidak
bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa

akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kesengajaan ini juga disebut ‘“kesengajaan dengan kesadaran akan
kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk

menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa

%7 Leden Marpaung, Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9-18



58

mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-

undang.

b. Kealpaaan (culpa) Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan
kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri
di pandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua)

bentuk, yakni:®®
1) Kealpaan dengan kesadaran.

Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat,
tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat

tersebut.
2) Kealpaan tanpa kesadaran.

Pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang
dilarang atau diancam hukuman oleh undangundang, sedangkan ia seharusnya

memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Makna atas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dalam dimensi
fungsional. Fungsional dalam pengertian bahwa makna seperti itu menuntun
pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan sengketa
(perselisihan perdata dan tata usaha negara) atau perkara (kasus pidana) diperiksa

hakim bebas. Hakim menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan

% Leden Marpaung, Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh, ..., 26.
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perundang-undangan yang ‘“berlaku”, asal peraturan dan perundang-undangan
yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara

yang diperiksa.

Pada prinsipnya tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili dan
memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran,
keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara

merupakan suatu pembawaan dari peradilan.

Kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijauhkan dari tekanan atau
pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan dalam masyarakat, apalagi
yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang
kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah akan dirugikan. Oleh
sebab itu independensi hakim bukanlah milik hakim sendiri akan tetapi juga milik

para pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial.®

Harry C Bredemiere memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk
membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk mewujudkan
tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan (input) yaitu analisis
tentang hubungan sebab akibat, anatara hal-hal yang diputus dengan
kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.

Pengadilan juga membutuhkan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan

% Dahlan Sinaga, Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara
hukum pancasila, (Bandung : Nusa media, 2015), 24.
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serta kebutuhan pengadilan akan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan

pengadilan untuk menyelesaikan konflik.”

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat yang sangat tersohor
Benjamin N. Cardozo, mengakui bahwa putusan hakim itu lahir bukan
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan
berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan saja tetapi kombinasi
antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari hakim
itu sendiri. Oleh karena itulah Cardozo menyatakan bahwa hukum buatan hakim
alias putusan hakim sebagai salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada.
Jadi, hukum ialah perilaku dan dalam hal ini ialah perilaku hakim tertentu yang
meskipun menghadapi kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum

yang sama.’*

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa ada dua
faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor eksternal dan
internal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian
hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam
diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM),
mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim. Sedangkan faktor
eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal

dari luar diri hakim, antara lain : peraturan perundang-undangan, adanya

0 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem peradilan pidana: konsep komponen, dan pelaksanaannya
dalam penegakan hukum di indonesia, (Bandung : Widya padjadjaran, 2009), vi.

™t Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang
Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), 140-141.
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intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum
lain, adanya berbagai tekanan, faktor kesadaran hukum, dan tidak ketinggalan

faktor sistem pemerintahan.

Selain itu syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan
itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja
terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si terdakwa
tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus
menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang,
bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan
kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga
kepercayaan umum akan sia-sia belaka, andaikala hakim tidak menemukan
hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan

berdasarkan hukum.’®

Putusan yang dihasilkan oleh hakim pun juga merupakan putusan
pengadilan yang berkualitas, dengan catatan, menurut Sri Sutatiek, jika putusan
hakim itu merupakan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari
sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan
kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-

nilai kemanusiaan.”

"2 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem peradilan pidana: konsep komponen, dan pelaksanaannya
dalam penegakan hukum di indonesia, ..., 221-222.
3 Sri Sutatiek, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan
Memutus Perkara, (Yogjakarta : Aswaja, 2013), 29
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Kemartabatan putusan hakim atau independesi hakim dalam membuat

putusan dipengaruhi oleh indikator seperti :

a. Putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam
sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar

mengadili perkara tersebut.

b. Putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban,

masyarakat dan jaksa).

c. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak

menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat.

d. Putusan tersebut dapat dieksekusi.
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR :
1/P1D.SUS-ANAK/2016/PN SLK TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBUNYA

A. Profil Pengadilan Negeri Solok
Pengadilan Negeri Solok dahulunya adalah bagian dari Pengadilan Negeri
Sawahlunto. Kemudian pada tahun 1962 berpisah dari Pengadilan Negeri
Sawahlunto menjadi Pengadilan Negeri Solok, dengan daerah hukumnya meliputi
Kabupaten Solok dan Kota Solok (yang pada saat itu masih merupakan Nagari

Solok dan menjadi Kotamadya Solok pada tahun 1980).

Pada Tahun 1984 Pengadilan Negeri Solok dipisah menjadi 2 (dua) yaitu
Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Negeri Kotobaru. Pengadilan Negeri
Solok dengan wilayah hukum Kota Solok 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk
Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan ditambah 4 Kecamatan dari Kabupaten
Solok bagian utara yaitu Kecamatan X Koto Diatas, X Koto Singkarak, 1X Koto
Sungai Lasi dan Kecamatan Junjung Sirih, dan Pengadilan Negeri Kotobaru
dengan wilayah hukum Kabupaten Solok selain 4 Kecamatan bagian utara

tersebut.”

™ http://pn-solok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi , diakses pada tanggal 19 Juni
20109.
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Menjelang tahun 2004, Pengadilan Negeri Solok berada dibawah
Departemen Hukum dan HAM, dan baru pada tahun 2004 seluruh Peradilan di

Indonesia berada satu atap dibawah Mahkamah Agung RI."”
Visi Pengadilan Negeri Solok :

1. Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok Yang Agung

Misi Pengadilan Negeri Solok :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

B. Deskripsi Kasus tentang Pembunuhan Bayi oleh Ibunya perkara Nomor :
1/Pid.sus-Anak/2016/PN Slk
1. Disposisi/Kronologi Kasus
Terdapat banyak kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri
saat ini, tidak lain pelakunya adalah terdakwa yang bernama Yesi Agustin yang
membunuh anak kandungnya saat baru lahir dengan cara meletakkan bayinya di
tepi kolam dengan dibungkus kantong plastik, dalam putusannya terdakwa
terbukti melakukan pembunuhan anak yang melanggar Pasal 341 KUHP, berikut

ini rangkaian kronologisnya :

™ http://pn-solok.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi , diakses pada tanggal 19 Juni
20109.
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Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 01.15
WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih termasuk
dalam dalam Desember 2015, bertempat di Kolam Ikan di Jalan Tandikat RT 02
RW 03 kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-
tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
ia terdakwa seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada
saat dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa

anaknya.”

Diketahui bahwa Alasan anak membuang bayi yang baru Anak lahirkan
karena Anak merasa takut dimarahi oleh orangtua Anak karena Anak telah
melakukan hubungan atau persetubuhan dengan saksi Hermariko diluar

pernikahan yang mengakibatkan anak Hamil dan melahirkan.

Kejadian tersebut berawal dari saksi Ridho dan saksi Rivo menemukan
mayat bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari senin tanggal 28 Desember 2015
sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kolam Ikan yang terletak di Jalan Tandikat
RT 02 RW 03 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok,
kemudian saksi Ridho melaporkan kejadian penemuan bayi tersebut ke Polres
Solok Kota. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hengki Haryanto dan
saksi Afrial Dali beserta dengan Polres Solok Kota lainnya menuju tempat
kejadian perkara, ditempat kejadian perkara saksi Hengki melakukan olah TKP

dan melakukan identifikasi terhadap sesosok mayat bayi laki-laki yang kemudian

"® putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 1/Pid.sus-Anak/2016/PN Slk., 4.
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dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan pemerikasaan lebih

lanjut.

Kemudian setelah itu, saksi Hengki yang merupakan anggota Opsnal Sat
Reskrim Polres Solok Kota melakukan atau mengintrogasi masyarakat disekitar
TKP khususnya pada kaum perempuan, satu persatu dilakukan introgasi secara
detail, yang dilakukan selama 2 hari. Kemudian pada hari selasa tanggal 29
Desember 2015 saksi Hengki mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa
Anak Yesi Agustin sering berpakaian baju kaos yang agak longgar dimana
sebelumnya Anak jarang menggunakan baju yang longgar, atas informasi tersebut
saksi Hengki lalu mendatangi Anak untuk melakukan pendekatan dan
mengintrogasi Anak, pada awalnya Anak mengatakan tidak mengetahui siapa
yang telah membuang bayi tersebut, setelah itu saksi Hengki kembali mencari
informasi terhadap masyarakat sekitar. Tidak beberapa lama kemudian saksi
Hengki kembali mengintrogasi Anak dengan pertanyaan tentang mayat bayi
tersebut, pada saat itu Anak sudah mulai tidka tenang atau gelisah dan wajah
Anak sudah mulai pucat dan akhirnya Anak dengan takut mengatakan kepada
saksi Hengki bahwa Anak yang membuang bayi tersebut dan mengakui bahwa
mayat bayi tersebut merupakan anak yang baru dia lahirkan oleh Anak dirumah

anak.

Lantas kemudian Anak diamankan oleh Tim Polres Solok guna dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan introgasi diketahui bahwa mayat bayi

yang ditemukan tersebut merupakan bayi Anak dari hubungan diluar pernikahan

" 1bid., 5.
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Anak dengan saksi Hermariko dan Anak juga mengakui bahwa setelah melahirkan
bayi tersebut di kamar mandi di rumah Anak, 15 menit kemudian bayi yang masih
dalam keadaan hidup atau bernafas kemudian dibungkus dengan kantong plastik

warna hitam dan dibuang di kolam ikan oleh Anak.”®

Berdasarkan kronologi kasus diatas, perbuatan Yesi Agustin. Maka Jaksa
Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana yang diajukan oelh penuntut

umum yang pada pokoknya sebagai berikut : "

a. Menyatakan anak Yesi Agustin secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan
melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan
sengaja merampas nyawa anaknya.” Sebagaimana yang didakwakan dalam
Dakwaan Kedua melanggar Pasal 341 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap anak Yesi Agustin berupa pidana penjara selama
2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan
perintah Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Tanjung Pati.

c. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

d. Menetapkan supaya anak Yesi Agustin dibebani membayar biaya perkara,

sebesar Rp. 2.000 .- (Dua ribu Rupiah).

"8 1bid., 5.
 bid., 3.
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Alasan jaksa penuntut umun mengajukan tuntutan pidana tersebut

berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:®

a. Afrial Dali Pgl. Afrial, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar
pukul 10.00 WIB bertempat di kolam ikan yang terletak dibelakang rumah
saksi Ridho Ramadhani menemukan mayat bayi laki-laki. Setelah berawal
adanya laporan masyarakat yang menerangkan telah menemukan seorang
mayat bayi laki-laki didalam kolam ikan, kemudian menindaklanjuti laporan
tersebut saksi bersama-sama petugas Polres Solok Kota tersebut menuju lokasi
untuk memastikan informasi tersebut. Ketika saksi dan petugas identifikasi dari
Polres Solok Kota mendatangi TKP, sesosok mayat bayi tersebut sudah berada
di tepi kolam ikan dalam keadaan mengapung dan kondisi badan mayat terebut
sebagian badannya terbungkus oleh plastik hitam dan sebagian lagi berada
diluar plastik hitam. Sewaktu di indentifikasi oleh Polres Solok Kota, mayat
bayi tersebut sudah meninggal dunia. Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa
yang menempatkan atau membuang mayat bayi laki-laki tersebut. Namun,
setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut saksi mengetahui bahwa yang
membuang mayat bayi tersebut adalah Anak yang bernama Yesi Agustin sesuai
dengan keterangannya di Kepolisian Polres Solok Kota. Diwaktu melihat
mayat bayi tersebut, saksi melakukan tindakan berupa membuat sket kasar
TKP, mencatat, dan mengintrogasi para saksi yang mengetahui kejadian
tersebut. Barang bukti yang diperlihatkan sewaktu dipersidangan dibenarkan

oleh saksi.

8 Ipid., 7-16.
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b. Ridho Ramadhan Pgl. Rido, bahwa saksi menemukan bayi berjenis kelamin
laki-laki pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB
bertempat di Kolam Ikan yang terletak dibelakang rumah nya yang berada di
Jalan Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
Diketahui Saksi sebelum melihat dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari
belakang rumah saksi, pada waktu itu saksi sedang memanaskan mobil untuk
berjualan air minum isi ulang lalu saksi melihat kearah kolam ikan yang
terletak dibelakang rumah saksi seperti ada boneka atau bangkai binatang yang
terbungkus oleh kantong plastik bewarna hitam. Setelah itu, untuk
memastikannya saksi pun melihat dengan seksama dan setelah dilihat ternyata
yang terbungkus oleh plastik adalah mayat bayi laki-laki. Kondisi mayat bayi
berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan saksi sebagian badannya berada
didalam sebuah kantong plastik bewarna hitam dan sebagian badannya berada
diluar kantong plastik bewarna hitam dan terletak di dalam kolam ikan. Mayat
bayi itupun juga sudah dikerumunin lalat dan telah meninggal dunia karena
bayi tersebut tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Kemudian saksi
menceritakan kepada saksi Rivo dan selanjutnya saksi Rivo menceritakan
kepada kedua orang tuanya dan kemudian barulah warga beramai-ramai
berdatangan dan petugas dari Polres Solok Kota datang kemudian sesosok
mayat bayi laki-laki tersebut saksi dengar dibawa ke RSUD Solok. Setelah itu
barulah saksi pergi berjualan air minum isi ulang dengan menggunakan mobil
saksi. Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menempatkan mayat

bayi laki-laki tersebut didalam kolam ikan. Namun pada hari Rabu baru saksi
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mengetahui dari informasi masyarakat bahwa mayat bayi laki-laki tersebut
merupakan anak dari Yesi Agustin. Yesi agustin menurut saksi diketahui
belum menikah atau berkeluarga dan tidak mengetahui maksud dan tujuan
menempatkan bayi tersebut di kolam ikan.

Saksi Rivo Ramadhani pgl Rivo, bahwa saksi pada hari Senin tanggal 28
Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kolam ikan yang terletak
di belakang rumahnya yang berada di Jalan Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI
Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui bahwa ada penemuan mayat
bayi laki-laki tersebut karena diberitahu oleh saksi Ridho. Kemudian saksi dan
saksi Ridho bersama-sama melihat mayat bayi tersebut. Sepengetahuan saksi
pada hari Rabu, mayat bayi laki-laki tersebut merupakan anak dari anak Yesi
Agustin. Diketahui Yesi Agustin belum menikah atau berkeluarga. Saksi juga
tidak mengetahui maksud dan tujuan secara pasti dari anak Yesi Agustin
menempatkan bayi laki-laki tersebut di kolam ikan. Mungkin anak Yesi
Agustin malu telah melahirkan anak, padahal anak yesi agustin belum menikah
dan meletakkannya di kolam ikan yang berada di belakang rumah saksi.

. Saksi Yusrizal pgl ZAL. Bahwa saksi adalah orang tua kandung Anak Yesi
Agustin. Dan juga tidak mengetahui kapan dan dimana penemuan sesosok
mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Setelah dijelaskan oleh pihak
kepolisian baru lah saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari
Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 01.15 WIB bertempat dalam
sebuah kolam ikan dijalan tandikat RW 02 RW 03 Kel. VI Suku Kec. Lubuk

Sikarah Kota Solok. Selama ini saksi tidak mengetahui atau sebelum kejadian
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anak Yesi Agustin tersebut hamil karena tidak ada tanda tanda yang aneh
terhadap diri anak saksi, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah
menghamilinya. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara anak Yesi
Agustin dalam melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap jiwa orang.
Kemudian, sebelumnya saksi sudah mengetahui tentang adanya penemuan
sesosok bayi laki-laki di sebuah kolam di simpang sigege Kel. VI Suku Kec.
Lubuk Sikarah Kota Solok yang dibungkus dengan kantong plastik, pada hari
senin tanggal 28 Desember 2015 namun saksi tidak mengetahui bayi siapa dan
saksi juga tidak mengetahui siapa pelakunya. Setelah itu ketua RT dan ketua
pemuda setempat memberitahu bahwa sesosok bayi laki yang ditemukan
dikolam tersebut adalah anak kandung saksi anak Yesi Agustin. Saksi juga
tidak mengetahui selama ini apakah anak saksi tersebut menjalin hubungan
dengan seorang laki-laki. Serta saksi juga tidak memperhatikan secara jelas
perubahan bentuk tubuh anak saksi apakah bertambah gendut perutnya selama
setahun belakangan ini.

Saksi Hermariko Pgl Riko. Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut
namun dikantor polisi saksi mengetahui tentang penemuan mayat bayi berjenis
kelamin laki-laki pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 bertempat di
kolam ikan yang terletak di Jalan Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI Suku Kec.
Lubuk Sikarah Kota Solok. Dikantor polisilah saksi juga mengetahui bahwa
mayat bayi tersebut merupakan anak dari Yesi Agustin. Selain itu saksi kenal
dengan anak Yesi Agustin dari tahun 2014 dan anak merupakan pacar dari

saksi. Kemudian, saksi mengetahui kehamilan anak Yesi Agustin pada waktu
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dirinya memberitahu saksi bahwa dirinya telah hamil 4 bulan, dan yang
menghamili Anak Yesi Agustin adalah saksi sendiri. Saksi sudah sering
menyetubuhi atau berhubungan suami istri dengan Anak Yesi Agustin. Dan
setelah saksi mengetahui Anak Yesi Agustin itu hamil karena perbuatan saksi,
saksi mengatakan akan mempertanggung jawabkan atas kehamilannya dan
saksi akan menikahinya kepada Anak Yesi Agustin, namun saat itu saksi tidak
berani menemui orang tua Anak Yesi Agustin karena saksi takut dan saksi juga
tidak menceritakannya kepada kedua orang tua saksi atas segala perbuatan
tersebut. Pada hari minggu 27 Desember 2015 saksi ditelepon oleh Anak Yesi
Agustin dan dia mengatakan kepada saksi bahwa bayi yang telah dilahirkannya
tersebut berada di daerah alahan panjang ditempat saudaranya, kemudian bayi
yang telah dilahirkan oleh Anak Yesi Agustin tersebut dibuang setelah itu
Anak Yesi Agustin ditangkap oleh pihak yang berwenang atau kepolisian.
Serta setelah saksi tahu bahwa Anak Yesi Agustin telah melahirkan, saksi
mengatakan akan bertanggung jawab tapi tunggu lima bulan kedepan karena
saksi masih mempunyai tanggungan hutang kredit Honda dan setelah hutang
saksi lunas saksi akan menikahi dan bertanggung jawab.

Saksi Hengki Haryanto Pgl Hengki, bahwa saksi adalah anggota Polres Solok
Kota. Penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki itu pada hari Senin
tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kolam lkan yang terletak di Jalan
Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
Kemudian, dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa

ada penemuan sesosok mayat bayi terapung di sebuah kolam didaerah simpang
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sigege Kota Solok, dan Kemudian saksi serta anggota Polres Solok Kota yang
lainnya langsung menuju tempat kejadian perkara tersebut, disitu saksi dan
lainnya melakukan olah TKP dan mengindentifikasi mayat bayi tersebut, dan
akhirnya mayat bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk
dilakukan Visum. Kemudian saksi mengintrogasi atau mencari informasi
masyarakat disekitar TKP khususnya pada kaum perempuan selama 2 hari.
Dan pada hari selasa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada
seorang perempuan yang akhirnya saksi ketahui bernama Anak Yesi Agustin
tersebut akhir-akhir ini berpakaian baju kaos yang agak longgar yang mana
informasi Anak Yesi jarang sekali berpakaian longgar. Setelah itu, saksi
mendatangi  Anak Yesi Agustin untuk melakukan pendekatan dan
mengintrogasi  dirinya. Awalnya Anak Yesi Agustin menjawab tidak
mengetahui siapa yang telah membuang bayi tersebut. Namun, lama-kelamaan
Anak yesi Agustin sudah mulai tidak tenang atau gelisah dan wajahnya sudah
mulai pucat dan akhirnya Anak Yesi Agustin dengan takut mengatakan kepada
saksi bahwa dirinyalah yang membuang bayi tersebut dan kepada saksi bahwa
dirinyalah yang membuang bayi tersebut serta mengakui bahwa mayat bayi
tersebut merupakan anak yang baru dia lahirkan di rumahnya. Kemudian Anak
Yesi Agustin diamankan dan dibawa saksi ke Polres Solok Kota untuk
dilakukan pemerikasaan lebih lanjut. Pada hari Selasa tanggal 29 Desember
2015 mengakui bahwa bayi tersebut merupakan bayinya dari hubungan
gelapnya dengan laki-laki bernama Hermariko pgl Riko dan dirinya juga

mengakui bahwa setelah dilahirkan bayinya dibungkus dengan kantong plastik
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berwarna hitam dan dibuang di kolam ikan yang tidak jauh dibelakang
rumahnya.
Selanjutnya menimbang, bahwa Terdakwa di persidagan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:®

Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB bertempat
di rumah anak di Simpang Sigege RT 02 RW 03 Kelurahan VI Suku Kecamatan
Lubuk Sikarah Kota Solok, perut anak terasa mules dan melilit sehingga anak
tidak dapat tidur sampai harus bolak-balik kamar mandi terus-menerus. Kemudian
pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 01.00 WIB anak
mengalami sakit perut yang luar biasa seperti akan buang air besar sehingga anak
bertahan di kamar mandi pada sekitar pukul 01.00 WIB ternyata sakit yang
dialami anak adalah akan sakit melahirkan. Setelah anak melahirkan bayi laki-laki
anak tersebut panik dan takut kepada kedua orang tuanya yang mana anak belum
menikah tetapi tekah melahirkan, kemudian sekira 15 menit setelah melahirkan
bayi tersebut, anak membawa bayi tersebut kebelakang rumah dan bayi tersebut
dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna hitam kemudian anak
meletakkannya ditepi kolam belakang rumah dan kemudian anak

meninggalkannya masuk kedalam rumah untuk beristirahat.

Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB anak
mengetahui dari kabar masyarakat sekitar rumah ada penemuan bayi dimana bayi

yang telah dilahirkannya dan dibuang di tepi kolam tersebut meninggal dunia.

8 Ibid., 15-16.
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Anak mengetahui bahwa dirinya sedang hamil sejak 4 (empat) bulan
terkahir karena sudah 4 (empat) bilan menstruasi anak tidak datang. Selain itu,
setelah anak mengetahui bahwasannya sedang hamil, anak juga berencana akan
membersarkan anak tersebut bersama dengan saksi Hermariko (pacar anaknya)
Ayah dari bayi dalam kandungan tetapi karena orang tua anak tidak merestui
hubungan anak, maka anak tidak jadi menikah dengan saksi Hermariko. (sewaktu
memberitahu kepada orang tuam anak tidak mengatakan kalah sudah hamil)
kemudian karena takut setelah melahirkan bayi yang anak kandung maka anak
membuang bayi tersebut dengan meletakkan dalam kantong plastik dan

meletakkan di tepi kolam.

Pada waktu anak melahirkan bayi tersebut anak tidak dibantu oleh tenaga
medis untuk persalinan. Kemudian, diketahui bahwa pada waktu anak melahirkan
bayi tersebut dalam keadaan hidup ditandai dengan tangisan bayi yang tersengar
oleh anak dan waktu anak meletakkan bayi tersebut ke dalam kantong plastik dan
meletakkan di tepi kolam juga masih dalam keadaan hidup (bernafas). Anak
memasukkan bayi tersebut kedalam kantong plastik karena anak takut kepada
kedua orangtua bahwa anak melahirkan dan belum menikah. Kemudian anak juga
sudah melakukan hubungan suami istri ini lebih dari 3 (tiga) kali dengan saksi

Hermariko.
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2. Pertimbangan Hukum Hakim
Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut diatas adalah

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah
dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan

yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1) melanggar Pasal 80 ayat 3,4 Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

2) melanggar Pasal 341 KUHP

Dengan pertimbangan Hakim bahwa dengan dakwaan penuntut umum
yang diformulasikan dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut,Hakim mempunyai
keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan
perbuatan anak yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan
penilaian hukum terhadap perbuatan anak dan apabila dakwaan yang dipilih

Hakim terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Kemudian, sesudah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang
didakwakan, maka Hakim dengan memperhatikan pengertian maupun
karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, dakwaan yang paling

relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap
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perbuatan anak adalah dakwaan kedua melanggar. yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut:

Unsur Obyektif :

a) Unsur “seorang ibu”
b) Unsur “menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah
kelahirannya”

Unsur Subyektif :

a) Unsur “takut diketahui telah melahirkan anak”
b) Unsur “dengan sengaja”

Unsur Obyektif ke 1 “seorang ibu” menjelaskan yang dimaksud dengan
unsur seorang ibu adalah wanita yang belum menikah atau seorang wanita yang
tidak menikah dalam hal wanita tersebut melahirkan seorang anak, Dilanjutkan
bahwa Pengertian Seorang Ibu ialah juga siapa saja atau semua orang tanpa
kecuali (berjenis kelamin perempuan) yang diakui mempunyai hak dan kewajiban
menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak
pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan
pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini yang diajukan
kedepan persidangan adalah anak yang bernama YESI AGUSTIN Pgl YESI, anak
juga telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan
Penuntut Umum sehingganya tidak ada alasan akan kesalahan orang (error in
persona) dalam perkara ini, dan anak baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana

maupun pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan serta pada tahap



78

persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga anak tidak termasuk
ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP. Berdasarkan uraian
tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “seorang ibu” telah

terpenuhi.®?

Unsur Obyektif ke 2 “menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau
segera setelah kelahirannya” menjelaskan mengenai pengertian “menghilangkan”
(nyawa anaknya) itu disyaratkan adanya suatu “tindakan yang positif” ataukah
tindakan tersebut dapat dilakukan “tanpa orang tersebut melakukan sesuatu
perbuatan” atas hal tersebut ada beberapa pendapat para sarjana antara lain
Profesor SIMONS yang menyatakan “Tanpa melakukan sesuatu orang juga dapat
bersalah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa”; Menimbang, bahwa
pengertian “pada waktu atau segera setelah kelahirannya” menurut Profesor
NOYON LANGE MEIJER adalah selama jangka waktu ibu belum mengurus

sendiri anaknya yang telah dilahirkannya tersebut.

Terkait dengan fakta hukum diatas, tentulah bahwa anak telah melahirkan
seorang anak laki laki dan akibat dari tindakan yang dilakukan anak terhadap bayi
laki laki tersebut kemudian meninggal dunia. Bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas maka perbuatan anak telah memenuhi unsur obyektif ke2 ini,

sehingga unsur inipun terpenuhi.

Unsur Subyektif ke 1 “takut diketahui telah melahirkan anak” diketahui
bahwa “perasaan takut diketahui telah melahirkan seorang anak” adalah

merupakan motif atau alasan yang pokok dalam Pasal 341 KUHP ini, karena ini

8 |pid., 20.
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akan menjadi alasan yang meringankan dalam hukuman. Masalahnya harus
sedemikian rupa, bahwa mengandung/hamilnya pelaku merupakan suatu rahasia
bagi wanita itu, tidak peduli bahwa orang lain tahu asal wanita itu
mengandung/hamil, tetapi pelaku tetap dapat merahasiakan sampai kelahirannya
dengan perasaan takut diketahui. Dalam hal ini dilakukan anak karena anak belum
pernah menikah tetapi telah melahirkan anak/bayi, yang mana seluruh keluarga
anak sudah sering memberi anak nasehat apabila anak melakukan hal yang
macam- macam maka anak akan dibunuh oleh paman anak dengan alasan tersebut
yang membuat anak menjadi takut sehingga tidak pernah memberitahukan perihal

kehamilan tersebut kepada orang tua anak.

Dan dengan berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ke 1 subyektif yaitu

”takut diketahui telah melahirkan anak”.

Unsur Subyektif ke 2 “dengan sengaja” dari Risalah Penjelasan Undang-
Undang (Mvt) sengaja atau opzet berarti willens en wetens (menghendaki dan
mengetahui) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya
dan harus mengetahui apa yang dilakukannya sedangkan dalam doktrin hukum

pidana pengertian “dengan sengaja” dikenal dua teori yaitu :

1. Teori kehendak (Wilstheorie) dari Von Hippel guru besar di Gottingen Jerman
yang berpendapat bahwa kesengajaan (vortsatz) adalah kehendak untuk
melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat karena

perbuatannya itu seperti dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana.
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2. Teori membayangkan/pengetahuan (voorstellingstheorie) dari Frank guru besar
di Tubingen Jerman, yang didukung oleh Von Listiz. Menurut teori Frank,
kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsurunsur
yang diperlukan menurut rumusan undangundang (wet).

Dengan pertimbangan pandangan-pandangan tersebut di atas maka untuk
mengartikan unsur dengan sengaja tersebut, Majelis Hakim tetap mengacu pada
Risalah Penjelasan Undang-Undang (MvT) yang juga dianut oleh doktrin dan
yurisprudensi, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan
sengaja apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta
menginsafi akan akibat perbuatan itu. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja” tersebut terpenuhi atau tidak.

Didalam fakta fakta hukum diatas, maka telah nyata dan terbukti adanya
pengetahuan anak untuk melakukan perbuatan dan kehendak yang menimbulkan
akibat yakni ketika melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar ikatan
perkawinan yang kemudian mengakibatkan hamil dan kehamilan tersebut sampai
waktu melahirkan dan kemudian melahirkan tanpa diketahui orang tuanya dan
selanjutnya bayi tersebut diletakan ditepi kolam ikan dan menyebabkan
meninggal dunia. Dengan demikian unsur subyektif ke 2 “dengan sengaja” telah

terpenuhi oleh perbuatan anak.

Berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak telah berusia lebih dari 12
tahun tetapi belum berusia 18 tahun, sehingga sesuai ketentuan UU No. 11 tahun

2012, anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah melakukan
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suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012

anak dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Anak telah
memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan kedua Penuntut Umum,
sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yang
didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 341 KUHP dan Undang-undang RI

No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Selama dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf
maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan
yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan
hukum pidana dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

terhadap diri Anak.

Sedangkan hakim menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan,

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:®
Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak tergolong kejahatan berat
2. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

3. Perbuatan anak mengakibatkan anak kandung anak meninggal dunia

8 pid., 27-28.



82

4. Perbuatan Anak tidak saja dilarang oleh undang-undang juga melanggar norma

agama dan susila

Hal-hal yang meringankan :

1. Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan

2. Anak belum pernah dihukum

3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
dikemudian hari

4. Anak berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri

3. AMAR PUTUSAN
Hakim memutus perkara Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/PN Slk tentang

penodaan agama dengan menyatakan sebagai berikut;®*

a. Menyatakan anak bernama Yesi Agustin pgl Yesi tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan
anak” sebagaimana dalam dakwaan kedua.

b. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati selama 8 (delapan)
bulan.

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan Anak tetap ditahan.

% pid., 29.



83

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam,
dirampas untuk dimusnahkan.
Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,- (dua ribu

rupiah).



BAB IV

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR :

1/P1D.SUS-ANAK/2016/PN.SLK

A. Analisis Pertimbagan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
Anak Oleh Ibu Kandungnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor

: 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk

Tindak pidana yang dilakukan Yesi Agustin adalah Bahwa pada hari
Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 01.15 WIB atau setidak
tidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih termasuk dalam dalam Desember
2015, bertempat di Kolam Ikan di Jalan Tandikat RT 02 RW 03 kelurahan VI
Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-tidaknya disuatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok. Dimana
ia adalah seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat
dilahirkan atau tidak lama kemudian sengaja merampas nyawa anaknya. Yesi
Agustin membunuh anak kandungnya yang saat baru lahir dengan cara

meletakkan bayinya di tepi kolam dengan dibungkus kantong plastik.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan dakwaan alternatif
bahwa Yesi Agustin telah melanggar tindak pidana dalam pasal 80 ayat (3) dan

(4) Jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

84



85

85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai

dakwaan pertama atau pasal 341 KUHP sebagai dakwaan kedua.

Perkara tindak pidana pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh
ibunya ini terdapat 6 (enam) orang saksi yakni Afrial Dali, Ridho Ramadhan,
Rivo Ramadhani, Yusrizal, Hermariko, Hengki Haryanto yang keterangannya
dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta

dalam persidangan oleh hakim.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwasannya Yesi Agustin
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pembunuhan anak oleh ibu kandungnya, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur
yang terdapat dalam pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak oleh ibunya.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 1/Pid.susanak/2016/PN.
Solok tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh terdakwa Yesi Agustin, ada

beberapa pertimbangan hukum hakim, yaitu:

1. Sesuai dengan fakta-fakta hukum di dalam persidangan perbuatan terdakwa
terbukti memenuhi unsur pada pasal 341 KUHP yang berbunyi “Seorang Ibu
yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan
atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.” Yang

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur yang pertama adalah seorang ibu, bahwa dalam hukum pidana
Unsur seorang ibu adalah wanita yang belum menikah atau seorang wanita yang

tidak menikah dalam hal wanita tersebut melahirkan seorang anak, Dilanjutkan
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bahwa Pengertian Seorang Ibu ialah juga siapa saja atau semua orang tanpa
kecuali (berjenis kelamin perempuan) yang diakui mempunyai hak dan kewajiban
menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak
pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan
pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini yang diajukan
kedepan persidangan adalah anak yang bernama Yesi Agustin, anak juga telah
membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum sehingganya tidak ada alasan akan kesalahan orang (error in
persona) dalam perkara ini, dan anak baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana
maupun pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan serta pada tahap
persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga anak tidak termasuk

ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya adalah unsur Menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau
segera setelah kelahirannya, Untuk mengenai pengertian ‘“menghilangkan”
(nyawa anaknya) itu disyaratkan adanya suatu “tindakan yang positif’ atau
tindakan itu dapat dilakukan “tanpa orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan”
atas hal tersebut ada beberapa pendapat para sarjana antara lain Profesor Simons
yang menyatakan “Tanpa melakukan sesuatu orang juga dapat bersalah
melakukan kejahatan menghilangkan nyawa.” Seperti seorang ibu yang
membiarkan anaknya meninggal tanpa diberikan makanan dan minuman.
Kemudian, dalam pengertian “pada waktu atau segera setelah kelahirannya”
menurut Profesor Noyon Lange Meijer adalah selama jangka waktu ibu belum

mengurus sendiri anaknya yang telah dilahirkannya tersebut.
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Unsur yang ketiga adalah Takut diketahui telah melahirkan anak. Dalam
hukum pidana, Unsur “perasaan takut diketahui telah melahirkan seorang anak”
adalah merupakan motif atau alasan yang pokok dalam Pasal 341 KUHP ini,
karena ini akan menjadi alasan yang meringankan dalam hukuman. Masalahnya
harus sedemikian rupa, bahwa mengandung/hamilnya pelaku merupakan suatu
rahasia bagi wanita itu, tidak peduli bahwa orang lain tahu asal wanita itu
mengandung/hamil, tetapi pelaku tetap dapat merahasiakan sampai kelahirannya
dengan perasaan takut diketahui. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, kejadian tersebut dilakukan anak karena anak belum pernah menikah
tetapi telah melahirkan anak/bayi. Hal tersebut sudah sering diberitahukan oleh
seluruh keluarga anak apabila anak melakukan hal yang macam- macam maka
anak akan dibunuh oleh paman anak dengan alasan tersebut yang membuat anak
menjadi takut sehingga tidak pernah memberitahukan perihal kehamilan tersebut

kepada orang tua anak.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan, pada
awalnya Hakim mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor itu sangat
dipertimbangkan agar dalam menjatuhkan putusan, Hakim menjatukan putusan
yang adil dan setimpal dengan kesalahan para pelaku. Faktor-faktor tersebutlah
yang dapat menjadi alasan yang memberatkan maupun alasan yang meringankan.

Diamtaranya adalah sebagai berikut :
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Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Anak tergolong kejahatan berat

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Perbuatan anak mengakibatkan anak kandung anak meninggal dunia

Perbuatan Anak tidak saja dilarang oleh undang-undang juga melanggar norma

agama dan susila

Hal-hal yang meringankan :

a.

b.

C.

d.

Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan
Anak belum pernah dihukum

Anak menyesali perbuatannya

Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari

Anak berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri

Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu
dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung
Pati selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani Anak dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menetapkan anak tetap ditahan. Serta Membebankan biaya perkara kepada
Anak sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Hakim dalam perkara ini memutus terdakwa dengan dakwaan kedua alterrnatif
dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 41 KUHP. Sedangkan hakim

tidak mengambil undang-undang khusus sebagai lex specialis yaitu Pasal 76C



89

jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak yang
mengakibatkan mati di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak. Yang menjadi dsasar pertimbangan karena menurut

hakim unsur pidana lebih menjurus kepada pasal 341 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mempunyai pendapat bahwa :

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana
pembunuhan anak oleh ibu kandungnya dinilai kurang tepat, karena didalam
pertimbangan hukumnya Hakim tidak menganut asas lex specialis derogat lex
generalis sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) yang seharusnya Majelis Hakim memutus dengan pasal
80 ayat 3,4 Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut sejalan pendapat seorang mantan Hakim Agung Amerika
Serikat yang sangat tersohor Benjamin N. Cardozo, juga menjelaskan bahwa
putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan berdasarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan
saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku
atau moralitas dari hakim itu sendiri. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU)
dan Majelis Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih

baru atau yang mengatur secara khusus dan memiliki keterkaitan sangat erat
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dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak vyaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak
mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua. Selain itu Majelis Hakim juga
melihat unsur-unsur yang ada didalam pasal-pasal yang diatur didalam Undang-
undang khusus mengenai perlindungan anak tersebut. Karena terdapat Asas yang
mengatur bahwasannya undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-
undang yang umum (lex specialis derogat lex genaralis) sebagaimana tercantum
dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang

berbunyi :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur
pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah
yang diterapkan”

Majelis hakim tidak berpedoman pada asas tersebut yang tidak menjadikan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam
memutus perkara. Melainkan hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang

dilanggar oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 341 KUHP.

. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok
Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk terkait Pembunuhan Anak oleh lbu

kandungnya

Berdasarkan putusan pengadilan negeri solok nomor : 1/Pid.sus-
Anak/2016/Pn.SIk, bahwa perbuatan terdakwa bernama Yesi Agustin ini

merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori jinayah. Sebagaimana para
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fugaha’ menjabarkan perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang
terlarang menurut Syara’. Fugaha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk
perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan,
pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu istilah Jinayah adalah jarimah, yaitu
larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman hudud atau ta’zir.
Dalam hal ini perbuatan terdakwa Yesi Agustin merupakan perbuatan jinayah

sekaligus jarimah Qishash yaitu pembunuhan anak oleh ibu kandung.

Istilah Pembunuhan sengaja menurut Pendapat yang demikian dipegang
olen mazhab Malik adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan
mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu
dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan
pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian

yang tidak disertai niat penganiayaan.

Al-Qur’an dan As-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara

tegas dan termasuk perbuatan yang haram lidzatihi.
Unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi :

1) Korban adalah orang hidup.

2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Yang dimaksud bahwa korban itu manusia hidup adalah ia hidup ketika

terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras. Adapun bayi yang berada



92

dalam perut ibunya tidak dianggap sebagai manusia hidup yang sempurna. Oleh
karena itu, pembunuhan terhadapnya dianggap sebagai pembunhan dalam bentuk

khusus, dan sanksinya pun khusus.

Dapat diketahui dari perkara ini bahwa terdakwa Yesi Agustin melakukan
pembunuhan bayi yang baru ia lahirkan lantaran dia takut dengan kelahiran bayi
tersebut yang dapat membuatnya menuai ancaman dan hukuman dari keluarganya.
Hal ini dilakukan karena sebelumnya Yesi Agustin sudah pernah melakukan
hubungan suami istri dengan pacarnya yang bernama Hermariko. Dalam
perbuatan pembunuhan yang dilakukan Yessi Agustin, dimana terdakwa
melakukan pembunuhan anak sendiri waktu itu setelah melahirkan bayi seorang
laki-laki ia membeli sebuah kantong plastik berwarna hitam lalu kemudian
memasukkan bayi kedalam kantong tersebut dalam kondisi hidup. Kemudian
terdakwa meletakkan bayi tersebut di tepi kolam ikan yang kemudian ditemukan

oleh warga sekitar.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa perbuatan terdakwa Yessi Agustin
ini telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan sengaja (qatl al- ‘amd) yaitu korban
adalah orang hidup. Pada perkara tersebut bayi yang telah dilahirkan terdakwa

menurut keterangan terdakwa dalam kondisi bernafas dan hidup.

Kemudian unsur perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian si
korban. Didalam perkara tersebut bahwa perbuatan terdakwa yaitu membungkus
korban dengan kantong plastik yang kemudian ditaruh di tepi kolam ikan

membuat korban yaitu anak / bayi meninggal di esok harinya.
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Unsur yang terakhir yaitu ada niat bagi pelaku untuk menghilangkan
nyawa korban. Pada perkara tersebut terdakwa sebelum melahirkan anak ini
awalnya ingin merawat bayi tersebut dengan pacarnya Hermariko yang nantinya
bersedia bertanggungjawab. Namun harus menunggu lima bulan kedepan karena
Hermariko masih mempunyai tanggungan hutang kredit Honda dan setelah
hutangnya lunas ia akan menikahi dan bertanggung jawab. Akan tetapi setelah
dilahirkan anak tersebut, Hermariko tidak berani untuk bertanggungjawab kepada
keluarga terdakwa. Akhirnya terdakwa dengan rasa takut keluarganya akan
ketahuan melahirkan seorang anak / bayi maka dilakukanlah aksi pembunuhan
dengan cara membungkus kantong plastik warna hitam dan meletakkan di pinggir

kolam ikan.

Untuk Hukuman pembunuhan sendiri terdapat 3 macam yaitu : hukuman
pokok, hukuman pengganti  dan hukuman tambahan. Hukuman pokok
pembunuhan adalah Qishash. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka
hukuman penggantinya adalah diyat. Akhirnya jika sanksi Qishash atau diyat
dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta ’zir. Menurut sebagian ulama,
yakni Imam Syafi’i, ta’zir tadi ditambah kaffarah. Hukuman tambahan
sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari
orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh

mempunyai hubungan kekeluargaan.

Dalam perkara ini, pada perihal pembunuhan terhadap anak yang
dilakukan oleh orang tua kandungnya, maka orang tua tidak dapat dikenakan

hukuman Qishas. Apabila seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya, maka
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tetap dikenai Qishash, sesuai dengan prinsip umum, karena nash yang khusus
tidak keluar dari nash yang umum, kecuali mengenai ayah saja. Sebagaimana
Hukuman Qishash dapat atau tidak diterapkan kepada orang tuanya. Berdasarkan

Hadits riwayat at-Tirmidzi (1320) yaitu :
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyajj, telah menceritakan
kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin Arthah dari Amr bin
Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Al Khaththab ia
berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda:
"Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya."

Menurut Imam Syafi’t bahwa orang tua yang membunuh anak
kandungnya maka orang tua tersebut tidak dapat dihukum Qishas. Sebaliknya,
jika anak membunuh orang tuanya maka ia dapat dijatuhi hukuman mati sebab
membunuh orang tua tersebut, demikian juga jika ia membunuh ibunya dan
siapapun dari kakek atau neneknya, baik dari jalur ayahnya atau ibunya, dia telah
dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuhnya. Ayah yang membunuh
anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (mughollazhah), yang

dibebankan pada hartanya.

Dilihat dari rangkaian penjelasan diatas, perbuatan terdakwa Yessi
Agustin terbukti melakukan delik pembunuhan dengan sengaja dan ancaman
hukuman pokoknya adalah jarimah Qishas, akan tetapi Qishash tidak

diberlakukan kepada orang tua yang membunuh anaknya dikarenakan adanya
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syubhat, maka hukuman yang diperoleh adalah hukuman pengganti yaitu diyat
(mughollazhah). Tetapi diyat juga tidak bisa dijatuhkan kepada terdakwa karena
terdakwa merupakan wali atau nasab dari anak yang terbunuh. Oleh karenanya
hukuman yang diperoleh terdakwa adalah jarimah fa’zir, menurut pendapat
Penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri

Solok sudah masuk dalam katagori ta zir yaitu hukuman ta ’zir berupa penjara.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dalam pembahasan yang telah dijelaskan diatas oleh

penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan hakim di Pengadilan Negeri Solok Nomor: 1/Pid.sus-
Anak/2016/Pn.Slk tentang tindak pidana pembunuhan anak sendiri oleh ibu
kandungnya majelis hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh
penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang
meringankan salah satunya terdakwa merupakan Anak yang berusia muda dan
masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedangkan hal yang
memperberat terdakwa adalah Perbuatan terdakwa tergolong kejahatan yang
berat. Majelis hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu
melanggar Pasal 341 tentang pembunuhan anak dan menjatuhkan dengan
hukuman 8 (delapan) bulan penjara terhadap terdakwa. Kemudian kalau
melihat dalam analisis hukum positif Majelis Hakim dalam menjatuhkan
Putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak dinilai kurang tepat,
karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas lex spesialis derogat legi
generalis dimana asas tersebut dijelaskan pada pasal 63 ayat (2) KUHP yang
menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan
yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang

yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Aturan yang khusus
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dalam pembunuhan anak sudah diatur didalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak. Jadi Apabila dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan
hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka ada
keterkaitannya dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan
terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua dan

diancaman hukuman 20 tahun penjara.

. Sedangkan dalam Figh Jinayah, Perbuatan terdakwa sebenarnya sudah
memenuhi unsur dan masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Namun,
terdapat hadits yang menjelaskan bahwa orangtua tidak dapat dihukum gishash
karena membunuh anaknya. Dan para ulama figh juga berbeda pendapat dalam
segi pemberian hukuman pembunuhan anak sendiri ini. oleh karenanya
terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman gishas karena terdapat syubhat yang
menghalangi orang tua untuk dikenakan hukuman gishas. Jika hukuman pokok
tidak bisa dilaksanakan maka diganti dengan hukuman pengganti yaitu dengan
membayar diyat. Namun, terdakwa merupakan ibu yang memiliki nasab atau
perwalian dari anak maka terdakwa tidak bisa membayar diyat. Jadi hukuman
yang tepat dijatuhkan kepada ibu kandung yang membunuh anaknya adalah
jarimah ta’zir berbentuk penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri

Solok.
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B. SARAN
1. Seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan
Hakim dalam mempertimbangkan hukum itu melihat atau menggunakan asas-
asas hukum pidana. Agar dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan

memberikan unsur edukatif terhadap pelaku tindak pidana.
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